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This article aims to answer the question: how do you think A. Hassan about talaq and ruju’?; what is the 
rationale for Talaq and Ruju’?; how does the PERSIS ulama council viewer view A. Hassan's thoughts ?; 
what is the method istinbat the ulama council's law scholars EXACTLY ?; what are the implications of the 
PERSIS ulama council's views on the development of Islamic marriage law in Indonesia ?. This research 
method uses a qualitative descriptive approach. The research data were obtained through interviews of 
the PERSIS board members. First show, according to A. Hassan marriage is a contract to connect between 
men and women to be husband and wife for mutual pleasure, while talaq is a contract to break the 
relationship of husband and wife in marriage, not stretch. The ruju' is the return of the ex-husband to his 
ex-wife during the iddah period by getting remarried; secondly, A. Hassan's rationale about talaq and 
ruju’is a direct understanding of the Qur'an and the traditions related to it. ; third, the scholars of the Hisbah 
council differed with opinion on A. Hassan's thought, there were those who agreed with it and those who 
violated it. However, the PERSIS ulama council scholars agreed that in the ruju’there must be the good 
pleasure of the wife too; third, the method istinbat ulama council law is exactly digging directly from the 
Koran and hadis by using usul fiqh that has been determined by the scholars. 
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ABSTRAK 
Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana Pemikiran A. Hassan tentang talaq dan ruju’?; apa 
dasar pemikiran tentang Talaq dan Ruju’?; bagaimana pandangan ulama dewan hisbah PERSIS terhadap 
pemikiran A. Hassan tersebut?; bagaimana metode istinbat hukum ulama dewan hisbah PERSIS tersebut?; 
bagaimana implikasi pandangan ulama dewan hisbah PERSIS terhadap perkembangan hukum 
perkawinan Islam di Indonesia?. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Data penelitiannya diperoleh melalui interview para ulama dewan hisbah PERSIS. Menunjukan pertama, 
menurut A. Hassan perkawinan adalah akad untuk menghubungkan antara laki-laki dan perempuan 
menjadi suami-istri atas keridhaan bersama, sedangkan talaq adalah akad memutuskan hubungan suami-
istri dalam perkawinan, bukan meregangkan. Adapun ruju’ adalah kembalinya mantan suami kepada 
mantan istrinya pada masa iddah dengan melakukan nikah kembali; kedua, dasar pemikiran A. Hassan 
tentang talaq dan ruju’ adalah langsung pemahamannya sendiri terhadap alquran dan hadis yang 
berkaitan dengan hal tersebut. ; ketiga, para ulama dewan hisbah PERSIS berbeda pendapat terhadap 
pemikiran A. Hassan, ada yang menyetujuinya dan ada yang menyalahinya. Akan tetapi, para ulama dewan 
hisbah PERSIS sepakat bahwa dalam ruju’ harus ada keridhaan istri pula; ketiga, metode istinbat hukum 
ulama dewan hisbah PERSIS adalah menggali langsung dari alquran dan hadis dengan menggunakan usul 
fiqih yang sudah ditetapkan para ulama. 
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Apabila pasangan suami-istri telah bercerai dan menginginkan kembali menjalin suami-istri lagi, 
maka Allah SWT memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk kembali dengan persyaratan 
tertentu, yang dinamakan dengan ruju‘. 
Mengenai ruju‘ pada masa iddah, para fuqaha’ bersepakat bahwa ruju‘ merupakan hak bagi suami 
atas istrinya dalam talaq raj’i, tanpa harus mempertimbangkan persetujuan istri. Hal ini didasarkan pada 
firman Allah QS. al-Baqarah : 228,  
"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu 
menghendaki ishlah". 
Mayoritas para fuqaha’ berpendapat pemaknaan ruju’ dalam Islam pada t}alaq} raj’i adalah 
diperbolehkannya kembali menjalin hubungan suami-istri dengan mengucapkan kata bermakna 
“kembali”, tanpa perlu ada akad nikah lagi. Begitu pula di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam 
menerapkan pemahaman tersebut. Akan tetap, Ahmad Hassan ( selanjutnya disebut A. Hassan ), berbeda 
pendapat dengan mayoritas fuqaha’, dengan bukunya  “Soal Jawab Masalah Agama 1-2”, A. Hassan 
berpendapat bahwa seseorang yang meruju’ istrinya pada masa iddah, harus dengan akad nikah baru, 
tanpa mempertimbangkan apakah itu talaq satu atau talaq dua.(Sayyid, 2005) 
A. Hassan berpandangan bahwa pada prinsipnya talaq adalah perbuatan memutus ikatan yang 
menghalalkan hubungan suami istri, yaitu perkawinan. Maka untuk menyambungkannya lagi harus 
dengan akad nikah pula.(Syarifuddin, 2007) Hal ini berdasarkan QS. al-Baqarah: 230 yang berbunyi dan 
diterjemahkan A. Hassan sebagai berikut: 
“jika si suami ceraikan si istri (pada kali yang ketiga), maka tidaklah halal si istri itu bagi si suami itu lagi, 
hingga ia kawin laki-laki lain. Sesudah itu, kalau si suami (yang kedua) ini pula menceraikannya maka tidaklah 
ada larangan bagi si istri dan si suami (yang pertama tadi) ruju’, jika mereka merasa dapat menjalankan 
perintah-perintah Allah (tentang urusan suami istri)”(as-. Sidawi, 2008) 
A. Hassan merupakan salah satu tokoh utama dalam organisasi Persatuan Islam. Selain murid dan 
pengikutnya, pemikiran A. Hassan bisa diperoleh dari karyanya yang diterbitkan, terutama buku “ soal 
jawab masalah agama”. Pemikiran A. Hassan sangat berpengaruh terhadap pandangan para anggota 
organisasi masyarakat Persatuan Islam, bahkan ulama Dewan Hisbah Persis. Akan tetapi, semakin 
berkembangannya teknologi informasi, sehingga segala macam keilmuaan mudah diperoleh, maka tidak 
semua pemikiran A. Hassan bisa diterima pada saat ini. 
Berkaitan dengan pandangan A. Hassan tentang talaq dan ruju’ pun, pada saat ini di kalangan 
anggota Persis berbeda pendapat. Misalkan Ust. Ahsin Lathif, salah satu ustadz Pesantren Persis Bangil, 
berpendapat sebagaimana yang dipaparkan A. Hassan dalam karyanya, yang menyatakan pernikahan 
merupakan proses hukum menghubungkan pertalian menjadi suami-istri, sedangkan perceraian 
merupakan proses hukum memutuskan hubungan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, apabila setelah 
perceraian ingin kembali harus dengan pernikahan pula. Berbeda dengan Ust. Ahsin Lathif, Ust. 
Abdurrasyid, salah satu ustadz Pesantren Persis Tarogong Garut, berpendapat sebagaimana para ulama 
sebelumnya, yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian talaq raj’i, serta masih dalam masa iddah, 
maka suami bisa kembali kepada istrinya tanpa perlu akad nikah kembali. (Soemiyati, 2007) Perbedaan 
pandangan anggota PERSIS tersebut, bisa diakibatkan karena belum adanya keputusan hukum yang 
dibahas dalam Dewan Hisbah PERSIS saat ini. 
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METODE PENELITIAN 
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendeketan Normatif-empiris. Penulis mencoba 
meneliti pemikiran A Hasan yang tertulis dalam karyanya, kemudia penulis meneliti juga di lapangan 
bagaimana pandangan para ulama Dewan Hisbah Persis terhadap pemikiran A Hasan tersebut.(Nazir, 
2005) Dengan pendekatan kualitatif.(Sugiyono, 2013) 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Profil Dewan Hisbah PERSIS 
Dewan Hisbah merupakan lembaga kajian hukum yang dimiliki PERSIS. Pada periode 
kepemimpinan Isa Anshary (1948-1960), lembaga ini disebut dengan Lembaga Majelis Ulama. 
Keberadaan PERSIS dikenal luas sejak awal karena keberadaan lembaga hukum ini, yang telah ada 
sebelum dideklarasikannya PERSIS. Hal ini disebabkan karena memang PERSIS lahir dari kajian-kajian 
hukum Islam dan masalah keagamaan. Para tokoh lembaga tersebut seperti Haji Zamzam, Haji 
Muhammad Yunus, A. Hassan, telah berhasil membuat istinbat hukum mengenai perbuatan ibadah dan 
perbuatan bid'ah. Mereka berprinsip dan berkomitmen bahwa hukum Islam perlu dimurnikan kembali 
dari kotoran bid’ah, kurafat dan takhayul. Format pemikiran hukum dan masalah keeagamaan di Lembaga 
Majelis Ulama PERSIS sangat hidup dan produktif sehingga melahirkan pemikir-pemikir puritan. Format 
pemikrannya itu dikemukakan dalam majalah-majalah PERSIS, yang kemudian dikompilasikan dalam 
bentuk buku berjudul Sual Djawab. Majelis Ulama PERSIS ini berdiri secara resmi setelah mukhtamar 
keenam di Bandung, 15-18 Desember 1956. 
Pada masa kepemimpinan KH. E. Abdurrahman (1962-1983) Majelis Ulama berubah nama 
menjadi Dewan Hisbah. Namun, Dewan Hisbah tidak berjalan sebagaimana sebelumnya. Segala 
permasalahan umat dijawab sendiri oleh beliau di setiap mimbar pengajian atau tulisan dan risalah yang 
dipimpinnya. Setelah KH. E. Abdurrahman meninggal pada 12 April 1983, kepemimpinan PERSIS 
diserahkan kepada KH. A. Latief Muchtar, MA. Pada masa kepemimipinan KH. A. Latief Muchtar Dewan 
Hisbah kembali berfungsi, bahkan mengalami peningkatan peran yang cukup berarti. Kemudian pada 
masa selanjutnya Dewan Hisbah semakin lebih optimal.(Amien, Siddiq, 2007) 
Pandangan Ulama Dewan Hisbah PERSIS terhadap Pemikiran A. Hassan tentang talaq 
dan ruju’ 
Berdasarkan penelaahan terhadap apa yang telah penulis dapat dalam penelitian, menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dewan hisbah PERSIS tentang talaq dan ruju’ 
yang dikemukakan A. Hassan. Perbedaan tersebut bisa dipetakan berdasarkan geografis atau tempat 
tinggal ulama dewan hisbahnya, yaitu, pertama, ulama yang berada di wilayah Jawa Barat “Bandung dan 
Garut”; kedua, ulama yang berada di Jawa Timur “Bangil-Pasuruan”. 
Kelompok pertama, diwakilkan oleh Ust. Aceng zakaria, ust. Wawan Shofwan, dan ust. Maman 
Abdurahman, berpandangan sebagaimana mayoritas ulama yang berpendapat bahwa talaq itu 
memutuskan hubungan perkawinan, akan tetapi kalau dalam talaq raj’i, terputusnya secara betul-betul 
itu apabila sudah selesai masa iddahnya. Dalam masa iddah itulah para mantan suami bisa meruju’ istrinya 
dengan tanpa perlu ada akad pernikahan seperti sebelumnya. Menurut ust. Wawan, “cerai itu betul 
memutuskan perkawinan, dan untuk menyambungkannya lagi dengan perkawinan, nah dalam masa 
iddah perkawinan tersebut disebut ruju’, akan tetapi nikahnya, nikah ruju’ berbeda dengan nikah 
biasanya”. Adapun yang diperlukan ketika ruju’ adalah kerelaan pihak yang akan ruju’ dan orang yang 
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menjadi saksi akan ruju’ tersebut, sehingga tidak perlu ada wali mujbil dan mahar. Ulama dewan hisbah 
tersebut memahami hadis yang berkaitan dengan perceraian Ibnu Umar kepada istrinya yang sedang 
haid, kemudian oleh Rasulullah menyuruhnya untuk ruju’, secara tekstual sebagaimana redaksi hadis 
tersebut. Sebagaimana pendapat ulama sebelumnya yang berpandangan bahwa kalau seandaianya Ibnu 
Umar disuruh nikah lagi pasti Rasul menyurunya dengan lafad nikah. 
Ust Maman Abdurrhaman, disamping sebagai angota dewan hisbah, sebagai ketua umum PP 
PERSIS, berpandangan bahwa pemikiran A. Hassan terhadap masalah talaq dan ruju’ yang 
dikemukakannya dalam soal jawab, itu sebagai bentuk kehatian-hatian beliau, karena masalah tersebut 
merupakan masalah besar, bisa menyebabkan kehalalan dan keharaman, antara zina atau berjima’, dalam 
usul fiqh sikap tersebut dikenal dengan saad dzariah. 
Kelompok kedua, yang tinggal di Bangil Pasuruan, direpresentatifkan oleh ust Lutfi Abdullah Ismail 
dan ust Salam, berpandangan sebagaimana yang diutarakan oleh A. Hasssan. Bahkan memperkuat 
argumentnya ketika ada orang yang mempertanyakannya. Menurut kedua ulama tersebut, menjelaskan 
bahwa setiap cerai (talaq) harus ada nikah baru, baik talaq satu maupun talaq dua. Sehingga ketika suami 
menceraikan istrinya, terus mengucapkan ikrar talaq di Pengadilan Agama, maka ikrar talaq tersebut 
tidak menjadi talaq keduanya karena status mereka memang bukan suami-istri lagi. Kemudian dijelaskan 
bahwa yang dimaksud ayat “hak suami terhadap mantan istrinya” waktu masa iddah adalah hak 
mendapat prioritas menikahi mantan istri dibanding laki-laki lain karena  masa iddah mantan istri haram 
menerima lamaran laki-laki lain. Pemahaman ruju’ dalam talaq satu dan dua  tidak ada kaitannya suami 
boleh kembali kepada mantan istrinya dengan begitu saja.  
Ruju’ yang pernah disebutkan dalam sebuah hadits, itu bukan berarti ruju’nya tidak menggunakan 
akad baru. Perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan terjadinya hubungan suami istri dan 
perceraian adalah terputusnya perkawinan (hubungan suami-istri). Apabila cerai sudah terjadi maka 
supaya menjadi suami istri lagi harus nikah kembali, yaitu dengan akad dan mahar baru. Bahkan 
Seandainya mantan istrinya menolak untuk kembali maka itu diperbolehkan karena itu hak mantan 
istrinya.(Abdul Hamid, 2007) 
Beredasarkan penelaahan kerangka pemikiran dan teori yang sudah dipaparkan, menunjukan 
bahwa A. Hassan konsisten sebagai tokoh pembaharu islam dalam organisasi Persatuan Islam, berprinsip 
kembali kepada alquran dan hadis, serta terbebas dari mazhab-mazhab. A. Hassan menyyebarkan 
pemahaman baru berkaitan tentang talaq dan ruju’ yang sudah masyhur di Masyarakat, bahkan para 
ulama di Indonesia. Merujuk kepada alquran dan hadis, A. Hassan seecara tegas menjelaskan bahwa 
apabila pasangan suami-istri bercerai dan ingin kembali menjadi pasangan suami-istri, maka harus 
dengan nikah baru, walaupun pada masa iddah. 
Pembaharuan pemikiran A. Hassan pada masa selanjutnya, tidak selamanya selalu dipertahankan 
oleh anggota PERSIS. Hal ini disebabkan karena semangat pembaharuan dalam organisasi PERSIS sendiri. 
Para tikoh PERSIS sebelumnya mempunyai buah pemikiran, bukan berearti menjadi hal yang harus selalu 
diikuti oleh anggotanya, selama ditemukan kembali hal yang lain setelah melakukan pengkajian. 
Ulama Dewan Hisbah PERSIS berbeda pandangan terhadap konsep A. Hassan tentang talaq dan 
ruju’ ( kembalinya pasangan suami-istri pada masa iddah ), tetapi memiliki persamaan dalam praktek 
ruju’nya. Ruju’ bagi Ulama Dewan Hisbah harus terdapat keridhaan antara mantan istri dan mantan suami, 
ijab qabul dan saksi. Perbedaan tersebut hanya pada ada dan tidaknya mahar. Bagi Ulama Dewan Hisbah 
yang sepakat dengan A. Hassan, menambahkan mahar ketika ruju’. Hal ini dikarenakan konsep pernikahan 
yang dipegang A. Hassan adalan ada calon suamii-istri, kereidhaan keduanya, mahar dan saksi. Wali tideak 
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menjadi hal yang harus ada ketika terjadi perkawinan. Sehingga ketika ruju’ harus dengan akad nikah lagi, 
cukup dengan ijab-qabul, mahar dan saksi.(Ramulyo, 2006) 
Pendapat A. Hassan dan Ulama Dewan Hisbah PERSIS akan berbeda dengan ulama yang berpegang 
bahwa pada masa iddah itu benar-benar suami punya hak untuk kembali “ruju’” meskipun dari pihak istri 
yang dicerai tidak ridha. Sedangkan bagi Ulama Dewan Hisbah, keridhaan istri yang dicerai pun menjadi 
hal yang harus ada ketika ruju’.(Hamdani, 2002) 
Implikasi Pemikiran Ulama Dewan Hisbah PERSIS terhadap Pengembangan Hukum 
Perkawinan di Indonesia. 
Berdasarkan pengkajian hukum yang sudah berjalan di Indonesia, serta pengkajian dinamika 
pemikiran hukum Islam yang ada pada Dewan Hisbah, maka ada hal yang bisa dikembangkan terhadap 
perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Terutama untuk memperjelas kesetaran eksistensi 
perempuan dalam Islam. 
Pada masa jahiliyah kehidupan bangsa Arab sangat rentang terjadi peperangan. Mereka 
membutuhkan seseorang yang mampu bisa bertahan dan melawan dari serangan musuh mereka, dan itu 
bisa dilakukan oleh laki-laki. Berdasrkan hal itu, maka dalamkehidupan sosial pun terjadi perbedaan 
eksistensi perempuan dengan laki-laki. Bagi masyarakat jahiliyah pada masa itu, apabila memiliki anak 
perempuan maka termasuk suatu ‘aib. Pada akhirnya, terjadilah pembunuhan dan penguburan hidup-
hidup bagi bayi perempuan yang baru lahir. Apabla ada bayi permpuan hidup pun, dalam kehidupannya 
penuh dengan hinaan, celaan, penyiksaan baik dari orang tua maupun suaminya. Bahkan perempuan 
menjadi harta yang bisa diwariskan. Dalam perkawinan, perempuan hanya dijadikan sebagai objek seks 
kaum laki-laki. Demikianpula dalamkehidupan rumah tangga, perempuan sering mendapatkan perlakuan 
tida manusaiwi. 
Kemudian Islam datang, memberikan pencerahan terhadap kehidupan sosial bangsa Arab. 
Perempuan diharuskan mendapatkan perlakuan yang sama dalam segala kehidupan. Dalam ibadah, islam 
memberikan pahala dan balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula dalam 
perkawinan, Islam memberikan hak kepada perempuan, bahkan bisa menikahkan dirinya sendiri bagi 
yang sudah dewasa dan tidak bergantung kepada wali. Dalam perceraian pun diberi hak oleh Islam berupa 
khulu’; laki-laki dibatasi memiliki tiga kali talaq. begitu pula dalam ruju’ harus berdasarkan kemaslahatan. 
Berkaitan khusus dengan talaq dan ruju’, bisa dinilai posisi seimbang antara laki-laki dengan 
perempuan. Laki-laki mempunyai hak talaq, permpuan ada hak khulu’. Dalam melakukan hak tersebut 
semuanya harus dalam keadaan sadar dan tidak emosional, termasuk ketika suami ingin menceraikan 
istrinya tidak boleh dalam keadaan haid. Untuk menjaga kesehatan dan kehormatan perempuan, 
ditetapkan oleh Islam iddah untuk perempuan. Istri yang dicerai tidak boleh menikah dengan laki-laki lain 
selama masa iddah tersebut, terkecuali menikah lagi dengan mantan suaminya (yang dikenal dengan 
ruju’). Ketika ruju’ pun harus berdasarkan perdamaian, dan perdamaian tidak mungkin dilakukan sepihak. 
Oleh karena itu, keridhaan suami dan istri menjadi suatuu keharusan terjadinya ruju’. 
Pada masa perkembangan saat ini, dalam rangka mempertahankan kesamaan kedudukan hak 
antara suami-istri, dinamika pemikiran perkawinan yang ada pada Ulama Dewan Hisbah bisa diterapkan 
dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pemmikiran yang perlu diterapkan itu adalah pemahaman 
yang menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad menghubungkan laki-laki dan perempuan 
menjadi pasangan suami-istri atas dasar keridhaan kedua belah pihak. Sedangkan perceraian itu adalah 
suatu akad memutuskan hubungan suami-istri dalam perkawinan. Sehingga terputusnya perkawinan 
bukan dengan masa iddah. Oleh karena itu, apabila percereaian sudah dilakukan dan ingin kembali 
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menghubungkan supaya menjadi suami-istri harus dengan perkawinan lagi. Apabila mantan istri tidak 
ridha atau tidak menginginkan untuk ruju’, maka mantan istri berrhak menolak mantan suami yang ingin 
ruju’. Adapun hak suami pada masa iddah itu dinilai sebagai prioritas mantan suami untuk menikahi 
mantan istrinya. Sehingga Nampak persamaan eksistensi perempuan dalam Islam. Dalam prakteknya di 
Indonesia, maka keputusan perceraian yang sudah dikeluarkan Pengadilan Agama pun tidak bisa 
digugurkan kembali oleh KUA dikarenakan ruju’ (kalau dipahami ruju’ tidak perlu nikah kembali). Setelah 
menetapkan perceraian harus di Pengadilan, Pemerintah pun lebih baik kalau ketika ruju’ harus dengan 
nikah kembali. 
SIMPULAN 
Pemikiran A. Hassan sebagai pembaharu Islam di Indonesia “pemurnian Islam untuk kembali 
kepada alquran dan hadis” tetap konsisten ketika mengungkap permasalahan tentang talaq dan ruju’. A. 
Hassan berijtihad tentang talaq dan ruju’ berbeda pendapat dengan kebanyakan para ulama. Menurut A. 
Hassan talaq adalah suatu akad memutuskan hubungan suami istri, bukan meregangkan perkawinan. 
Oleh karena itu, meskipun talaq raj’i hubungan suami-istri tersebut sudah benar terputus. Sedangkan ruju’ 
adalah kembalinya pasangan suami-istri yang sudah terputus selama masih masa iddah. Akad yang bisa 
mengembalikan hubungan suami-istri tersebut adalah dengan akad nikah. A. Hassan mengungkapkan 
kata ruju’ dalam alquran terdapat pada ayat yang berkenaan dengan talaq tiga. Saat suami ingin ruju’ 
(kembali) kepada istrinya yang sudah ditalaq tiga maka harus ada muhallil terlebih dahulu. Berdasarkan 
ayat tersebut, kata “ruju’’” tetap harus dengan akad nikah. A. Hassan pun mengungkap kata ruju’ dari 
beberapa hadis, yang berkaitan tentang Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid, tidak ada 
yang menunjukkan ruju’ tidak perlu kepada akad nikah lagi. A. Hassan berpendapat ruju’ yang diungkap 
Rasul tersebut, hanya ungkapan kembali seperti biasa saja karena talaq yang dijatuhkan Ibnu Umar tidak 
sah atau tidak berlaku. Meskipun talaq yang dijatuhkan Ibnu Umar dianggap sah/berlaku, lafadz ruju’ dari 
Rasulullah pun bukan berarti tidak perlu nikah karena sudah bisa dipahami untuk menjadi suami-istri 
harus dengan nikah. Adapun hak suami pada masa iddah itu hanya sebagai ketentuan Allah menjaga 
kesehatan “kepastian keberadaan dalam janin” dan prioritas mantan suami untuk menikahi mantan 
istrinya. Pemahaman ruju’ tersebut memberikan pengertian mantan istri ketika ruju’ mempunyai hak 
menerima dan menolak ruju’ yang ditawarkan mantan suami, begitu pula sebaliknya. Ulama Dewan 
Hisbah Persis berbeda pandangan terhadap pemikiran A. Hassan menjadi dua kelompok. Pertama, ada 
sebagian yang tetap konsisten seperti A. Hassan memahami talaq dan ruju’ berdasarkan alquran dan hadis 
serta terlepas dari pemahaman ulama sebelumnya ketika mengambil kesimpulan hukum. Kedua, ada 
sebagian yang tetap berpegang pada pemahaman para ulama sebelumnya yang membahas tentang talaq 
dan ruju’. Akan tetapi, mereka menetapkan pula keridhaan istri ketika ruju’, sebagaimana pendapat A. 
Hassan. Ulama Dewan Hisbah kelompok kedua ini menilai pendapat A. Hassan pun tidak bisa disalahkan 
karena itu mungkin sikp A. Hassan menutup pintu kemadharatan, yang disebut dengan saadudzariah. 
Meskipun sebagian Ulama Dewan Hisbah tidak sependapat dengan A. Hassan, sikap pembaharuan Islam 
Ulama Dewan Hisbah tetap tampak. Pembaharuan mereka tersebut yaitu tetap berpegang pada alquran 
dan hadis dalam menetapkan dalil kesimpulan hukumnya, serta pemikiran A. Hassan tidak 
mempengaruhi kesimpulan hukum mereka, meskipun A. Hassan adalah tokoh atau guru utama PERSIS 
pada masanya. Hanya berbeda saja dalam memahami alquran dan hadis. Metode istinbat yang digunakan 
Ulama Dewan Hisbah Persis adalah menggali langsung pada sumber dasar hukum Islam (alquran dan 
hadis). Ketentuan talaq dan ruju’ yang dipahami pun langsung bersumber dari alquran dan hadis. 
Penetapan alquran dan hadis sebagai sumber dasar hukum Islam ini sesuai dengan semangat 
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pembaharuan Islam yang sudah ditanamkan sejak berdirinya PERSIS “kembali kepada alquran dan hadis 
Rasulullah”. Dalam ber-istidlal dari alquran, PERSIS lebih mengutamakan penafsiran secara bil ma’sur  
dibandingkan bi ra’yi. Hal ini untuk lebih menjaga pemahaman yang diperoleh sesuai dengan alquran. 
Kemudian dalam ber-istidlal dari suatu hadis, PERSIS begitu ketat. Dalam meenentukan hukum, hanya 
menggunakan hadis sahih atau hasan. Dalam penentuan hadis pun, hadis tersebut harus sahih secara 
sanad dan matan. Jadi, tidak sembarang suatu hadis bisa dijadikan dasar suatu hukum. Sedangkan 
persoalan yang yang tidak disebutkan secara langsung oleh alquran dan hadis sahih  maka Dewan Hisbah 
menentukan hukum tersebut berdasarkan kaidah usul fiqh sebagaimana lazimnya digunakan para fuqaha 
dan tidak terikat oleh satu mazhab. Implikasi pemikiran Ulama Dewan Hisbah PERSIS terhadap 
perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, diantaranya: pertama, dalam aspek konsep undang-
undang bisa mempertegas pengertian nikah dan talaq. Pengertian nikah dan talaq yang terdapat di Ulama 
Dewan Hisbah PERSIS, terutama pemikiran A. Hassan, secara tegas pernikahan adalah penghubung ikatan 
suami-istri dan perceraian adalah pemutusnya. Perceraian sebagai pemutus ikatan suami-istri tidak bisa 
ditangguhkan atau bergantung pada lewatnya masa iddah. Kedua, dalam aspek praktis perkawinan dan 
perceraian pun akan selaras antara kewenangan lembaga KUA dan lembaga Pengadilan Agama. Apabila 
ruju’ dipahami sebagaimana yang dipahami A. Hassan, maka lembaga KUA tetap pada kewenangannya 
mencatat pernikahan; dan lembaga Pengadilan Agama tetap terjaga kewenangannya memutus 
permasalahan perkawinan. Sedangkan apabila ruju’ dipahami tanpa perlu nikah, maka keputusan 
Pengadilan Agama dalam perceraian bisa dibatalkan atau tidak berlaku denga ruju’  yang terjadi di KUA. 
Ketiga, dalam aspek substansi keadilan kesetaraan laki-laki dan perempuan apabila ruju’ dipahami harus 
dengan akad nikah kembali, maka keridhaan mantan istri menjadi hal yang harus ada dan mendasar 
ketika akan ruju’. Ruju’ yang dipahami hak prioritas mantan suami terhadap mantan istrinya, 
dikhawatirkan akan mempermudah jalan kesewenangan laki-laki terhadap perempuan dalam urusan 
rumah tangga. 
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